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ABSTRAK 

 Penataan ruang terbuka hijau merupakan perencanaan tata ruang wilayah yang 

diatur dalam Perda kota Semarang Nomor 14 Tahun. 2011 yang dilatarbelakangi dengan 

dorongan untuk mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada . 

Kebutuhan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai daerah resapan diperlukan dalam 

perencanaan pengembangan luasan ruang terbuka hijau. Tujuan penelitian ini untuk mencari 

solusi atas rendahnya ruang terbuka hijau privat dengan menggunakan landasan Perda No. 14 

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang. Hasil penelitian ini 

bertujuan untuk menemukan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh 

pemerintah dalam mencari solusi atas rendahnya RTH privat. 

  Penelitian ini menggunakan teori efektivitas implementasi Riant Nugroho untuk 

melihat proses implementasi dan teori implementasi Van Meter dan Van Horn untuk 

mengetahui faktor yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakan. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan informasi dari Bappeda kota 

Semarang, Dinas Tata kota Perumahan, PT.Karyadeka Alam Lestari dan masyarakat. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penataan ruang terbuka hijau di Kecamatan 

Mijen dimulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Luas ruang terbuka 

hijau di Kecamatan Mijen hingga tahun 2015 sebesar 1,15% untuk RTH Privat dan 49,66% 

untuk RTH Publikdari luas wilayah. Faktor yang mendorong dan menghambat penyediaan 

RTH privat adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, disposisi implementor, 

komunikasi antar organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.  

 Perlu digencarkan sosialisasi dalam upaya meningkatkan RTH privat melalui 

kegiatan yang menarik dengan melibatkan dunia usaha sehingga masyarakat termotivasi 

untuk menanam di lingkungan mereka. 

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau Privat, Resapan 

 

 



PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan dipandang sebagai 

instrumen yang mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, namun disisi 

lain seringkali dituduh sebagai awal 

mula munculnya permasalahan 

lingkungan. Seiring berkembangnya 

zamanakan mempengaruhi ketersediaan 

RTH yang ada. Hal ini dapat dirasakan 

melalui banyaknya penduduk yang kini 

merambah wilayah perbukitan sehingga 

lahan yang berfungsi sebagai daerah 

resapan menjadi berkurangkarena 

bertambahnya kawasan perumahan, 

pusat perkantoran serta pusat hiburan. 

Fenomena ini mendorong kita untuk 

tetap mempertahankan RTH di 

Kecamatan Mijen guna 

keberlangsungan hidup di masa 

mendatang. 

Tabel Luas Kecamatan , P2KH, dan 

Luas RTH di Kota Semarang

 

Sumber: Dinas Tata Kota dan 

Perumahan Kota Semarang,2015 

Kecamatan Mijen memiliki 

luasan terbesar baik luas wilayah 

maupun luas RTH dibanding dengan 

kecamatan lainnya. Kecamatan Mijen 

memiliki arti penting dalam penataan 

ruang terbuka hijau dikarenakan 

kawasan tersebut memberikan 

perlindungan terhadap kawasan di 

bawahnya dan Kecamatan Mijen 

tergolong dalam Kawasan resapan air. 

Hal tersebut menjadi alasan peneliti 

mengambil lokasi pada Kecamatan 

Mijen. 

Perda kota semarang nomor: 14 

tahun 2011 pada pasal 64 

mencantumkan bahwa setiap wilayah 

diwajibkan untuk mengalokasikan 

sedikitnya 30% dari wilayahnya untuk 

RTH karena proporsi 30% merupakan 

ukuran minimal untuk menjamin 

keseimbangan ekosistem kota,baik 

keseimbangan sistem hidrologi dan 

keseimbangan mikroklimat, maupun 

sistem ekologis lain yang dapat 

meningkatkan ketersediaan udara bersih 

yang diperlukan masyarakat sekaligus 

dapat meningkatkan nilai estetika kota, 

dimana 20% diperuntukkan bagi RTH 

publik yang merupakan ruang terbuka 

hijau yang dimiliki dan dikelola oleh 

pemerintah kota dan digunakan untuk 

kepentingan masyarakat secara umum, 

serta 10% diperuntukkan bagi RTH 

privat pada lahan-lahan yang dimiliki 



oleh swasta atau masyarakat. 

Penyediaan RTH berdasarkan luas 

wilayah di perkotaan adalah sebagai 

berikut : 

1. Ruang terbuka hijau di 

perkotaan terdiri dari RTH 

Publik dan RTH Privat; 

2. Proporsi RTH pada wilayah 

perkotaan minimal 30% yang 

terdiri dari 20% ruang terbuka 

hijau publik dan 10% ruang 

terbuka hijau privat; 

3. Apabila luas RTH baik publik 

maupun privat di wilayah yang 

bersangkutan telah memiliki 

total luas lebih besar dari 

peraturan dan perundangan 

yang berlaku, maka proporsi 

tersebut harus tetap 

dipertahankan keberadaannya. 

Kenyataannya, Proporsi ruang terbuka 

hijau pada wilayah perkotaan di 

kecamatan Mijen tidak seimbang 

antara jumlah RTH privat dengan 

RTH Publiknya dilihat dari jumlah 

pemukiman yang mayoritas tidak 

menyediakan ruang terbuka hijau. 

Padahal tujuan penataan ruang terbuka 

hijau mensyaratkan bahwa proporsi 

ruang terbuka hijau minimal 30% 

terdiri dari 20% ruang terbuka publik 

dan 10% ruang terbuka hijau privat. 

Permasalahanmuncul dikarenakan 

kesenjangan antara harapan dengan 

kenyataan. Dalam kenyataanya, 

pemanfaatan ruang terbesar di 

Kecamatan Mijen didominasi oleh 

perumahan dan pertanian. Hal ini 

membuktikan bahwa perkembangan 

penduduk membutuhkan ketersediaan 

lahan atau tambahan ruang untuk 

bermukim,sehingga untuk menyediakan 

ruang terbuka hijau sendiri tergantung 

dari kebutuhan  dan kesadaran masing-

masing warga. Hal ini dibuktikan 

dengan data jumlah penduduk di 

Kecamatan Mijen sebagai berikut: 

         Tabel Jumlah dan Kepadatan 

Penduduk Kecamatan Mijen Tahun 

2010-2014 

Sumber : 

http://dispendukcapil.semarangkota.go.i

d/statistik/jumlah-penduduk Diakses 15 

November 2015 Pukul 17.10 WIB 

Data di atas menggambarkan 

pertambahan penduduk Kecamatan 

Mijen mulai dari tahun 2010 sampai 

akhir tahun 2014. Dilihat dari tahun 

2010 sampai dengan akhir tahun 

2014, jumlah penduduk di 

Kecamatan Mijen terus meningkat, 

oleh karena itu sangat 

mempengaruhi kebutuhan akan 

pembangunan yang diperkirakan 



akan semakin meluas keberadaan 

bangunan tersebut sehingga 

penyediaan RTH privat perlu 

diperhatikan. 

Dari permasalahan yang ada, 

maka dapat disimpulkan beberapa 

permasalahan terkait dengan 

Kecamatan Mijen dalam 

mempertahankan ruang terbuka hijau 

sebagai berikut: 

1. Kondisi Lingkungan ekonomi, 

sosial masyarakat Mijen 

Tingginya kebutuhan 

masyarakat mempengaruhi 

penyediaan lahan khusus untuk 

ruang terbuka hijau dikarenakan 

kebutuhan masing-masing 

masyarakat tidak sama.Sehingga 

penyediaan ruang terbuka hijau 

privat dikembalikan lagi kepada 

kesadaran masyarakat dan pihak 

swasta.  

2. Lemahnya Komunikasi Antar 

Organisasi dan Penguatan 

Aktivitas 

Pelanggaran yang muncul dari 

warga namun kurangnya tindak 

tegas dari pemerintah seperti 

tidak adanya teguran dan 

peringatan terhadap warga yang 

tidak konsisten terhadap aturan 

yang ada dengan tidak 

menyediakan RTH di areal 

sekitar bangunannya. Jika terus 

menerus dibiarkan permasalahan 

yang semula kecil akan menjadi 

permasalahan yang besar. 

3. Kurangnya Sumberdaya 

Kurangnya sumberdaya manusia 

yang bertugas melakukan 

pengawasan terkait penataan 

ruang terbuka hijau di 

kecamatan Mijen. 

Uraian  di atas menggambarkan 

pelaksanaan penataan ruang terbuka 

hijau tidak dapat dihindarkan dari 

permasalahan. Maka dari itu 

diperlukan upaya untuk 

mempertahankan fungsi dan menata 

ruang terbuka hijau yang ada supaya 

komposisinya tetap proporsional, 

pengendalian yang ketat terhadap 

pemanfaatan ruang sekitar kawasan 

resapan air, serta arahan untuk 

pemenuhan ruang terbuka hijau di 

Kecamatan Mijen sebesar 30% secara 

proporsional dari luas kecamatan 

Mijen sebesar 6.215,25 HA
 

melalui 

penataan, pemeliharaan dan 

peningkatan fungsi RTH yang sudah 

ada. Dengan adanya peraturan daerah 

bukan untuk membuktikan bahwa kota 

semarang sudah memiliki peraturan 

daerah namun agar implementasi dari 

ketetapan peraturan daerah tersebut 

bisa direalisir di lapangan. 

 

 



B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian mengenai 

implementasi Peraturan Daerah kota 

Semarang Nomor : 14 Tahun 2011 

tentang RTRW 2011-2031 mengenai 

Penataan Ruang Terbuka Hijau di 

Kecamatan Mijen yaitu : 

1. Untuk mendeskripsikan, 

menganalisis, dan mencari solusi 

atas rendahnya ruang terbuka 

hijau privat di Kecamatan Mijen.. 

2. Untuk mendiskripsikan dan 

menganalisis faktor-faktor apakah 

yang mendorong dan 

menghambat penyediaan ruang 

terbuka hijau privat di kecamatan 

Mijen. 

C. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Pustaka dalam 

penelitian ini adalah penelitian 

terdahulu,  administrasi publik, 

kebijakan publik, proses kebijakan 

publik dan implementasi kebijakan. 

Penelitian terdahulu dilakukan untuk 

menghindari adanya kesamaan dengan 

cara pemetaan penelitian.Melalui 

matriks, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan dalam penelitian 

peneliti dengan penelitian terdahulu. 

Terlihat dari kelima judul artikel 

,regulasi yang mendukung berbeda. 

Kedua,masalah dan tujuan penelitian 

juga berbeda.Perbedaan yang ketiga 

yaitu terletak pada teori atau 

model,tipe penelitian dan teknik 

analisis yang digunakan. Peneliti tidak 

memiliki kesamaan terhadap ketiga 

aspek tersebut karena peneliti 

menggunakan model teori 

implementasi milik Van Meter Van 

Horn dengan tipe penelitian deskriptif-

analitik dan teknik analisis Milles 

Hubberman. Perbedaan yang ke empat 

yaitu mengenai hasil temuan 

penelitian. Tidak muncul persamaan 

antara ke lima penelitian terdahulu 

dengan penelitian peneliti, sehingga 

dapat dikatakan penelitian peneliti 

berada pada posisi lebih maju 

dibandingkan penelitian terdahulu, 

karena peneliti mengulas 

permasalahan yang belum pernah 

diangkat sebelumnya. 

Mengenai konsep administrasi 

publik, George J. Gordon 

mendefinisikan administrasi publik 

sebagai seluruh proses baik yang 

dilakukan organisasi maupun 

perseorangan yang berkaitan dengan 

penerapan atau pelaksanaan hukum 

dan peraturan yang dikeluarkan oleh 

badan legislatif, eksekutif serta 

pengadilan.  Lain halnya dengan 

Arifin Abdulrachman dalam Syafiie 

(2006:25) yang mendefinisikan 

Administrasi Publik sebagai ilmu 

yang mempelajari pelaksanaan dari 

politik negara. 



Robert Eyestone (1971:18) 

mengatakan bahwa secara luas 

Kebijakan Publik dapat didefinisikan 

sebagai hubungan suatu unit 

pemerintahan dengan lingkungannya. 

Dalam pendapat lain, Thomas Dye 

(1975:1) mengatakan bahwa kebijakan 

publik adalah apapun yang dipilih 

oleh pemerintah untuk dilakukan dan 

tidak dilakukan. Proses kebijakan 

publik sendiri meliputi penyusunan 

agenda, formulasi kebijakan, adopsi 

kebijakan, implementasi kebijakan, 

dan evaluasi kebijakan. 

Implementasi Kebijakan 

dipandang luas sebagai pelaksanaan 

undang-undang di mana berbagai 

aktor, organisasi, prosedur dan teknik 

bekerja bersama-sama untuk 

menjalankan kebijakan dalam upaya 

untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan 

atau program-program. (Lester 

Stewart ,2000:104). Selanjutnya Van 

Meter dan Van Horn membatasi 

implementasi kebijakan sebagai 

tindakan yang dilakukan oleh individu 

(atau kelompok) pemerintah maupun 

swasta yang diarahkan untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan dalam keputusan-keputusan 

kebijakan sebelumnya. 

 

 

 

D. Fenomena Penelitian 

1. Rendahnya ruang terbuka hijau 

privat di Kecamatan Mijen: 

a. Ketepatan kebijakan. Melihat 

apakah kebijakan yang telah 

diputuskan oleh lembaga yang 

berwenang dapat menyelesaikan 

masalah yang ada. 

b. Ketepatan pelaksanaan. Melihat 

bagaimana kebijakan penataan 

ruang terbuka hijau privat di 

Kecamatan Mijen dilaksanakan 

oleh pelaksana yang kompeten 

dan tepat seperti peraturan yang 

ada. 

c. Ketepatan target. Melihat 

kesesuaian target yang telah 

direncanakan oleh implementor 

dan target-target yang ada dapat 

menerima kebijakan yang telah 

dibuat. 

d. Ketepatan lingkungan terkait 

dengan interaksi atau hubungan 

antara perumus,pelaksana dan 

lembaga lain yang terkait  serta 

melihat bagaimana pandangan 

publik mengenai kebijakan. 

e. Ketepatan proses. Melihat 

proses kebijakan penataan ruang 

ter buka hijau di Kecamatan 

Mijen berjalan, dimulai dari 

awal mengapa kebijakan ini 

dibuat, tahap sosialisasi hingga 

tahap proses dimana kebijakan 



ini diterima atau ditolak oleh 

pihak yang melaksanakan 

kebijakan tersebut. 

2. Faktor Pendorong dan 

Penghambat penyediaan ruang 

terbuka di kecamatan Mijen yang 

dilihat dari lima aspek yaitu: 

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 

b. Sumberdaya 

c. Komunikasi Antar Organisasi 

dan Penguatan Aktivitas 

d. Disposisi Implementor 

e. Kondisi Lingkungan Ekonomi, 

Sosial, dan Politik 

E. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

desain penelitian deskriptif kualitatif 

yang bertujuan untuk menggambarkan 

implementasi kebijakan penataan 

ruang terbuka hijau di kecamatan 

Mijen . Situs penelitian disini terdiri 

dari Kecamatan Mijen , Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kota Semarang, Dinas Tata Kota dan 

Perumahan, serta Karyadeka Alam 

Lestari. Teknik pengumpulan data 

yang dilakukan peneliti adalah 

wawancara, observasi, dokumentasi, 

dan studi pustaka. Model analisis data 

dalam penelitian ini mengikuti konsep 

yang diberikan Milles dan Huberman 

dalam Djunaidi (2014:308) yang 

meliputi Reduksi data, yaitu 

memfokuskan pada hal penting serta 

mencari tema serta polanya sehingga 

data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. Penyajian Data dengan 

teks yang bersifat naratif dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, dan 

sejenisnya. Dan yang terakhir adalah 

penarikan kesimpulan atau verivikasi. 

 

PEMBAHASAN 

A. Implementasi Perda  kota Semarang 

Nomor: 14 Tahun 2011 tentang 

RTRW 2011-2031 Mengenai 

Penataan Ruang Terbuka Hijau terkait 

Rendahnya Ruang Terbuka Hijau 

Privat di Kecamatan Mijen 

Ruang Terbuka Hijau di 

Kecamatan Mijen 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Proses Implementasi Kebijakan 

dilihat dari lima aspek efektifitas 

implementasi yaitu ketepatan 

kebijakan, ketepatan pelaksanaan, 

ketepatan target, ketepatan 

lingkungan, ketepatan proses seperti 

yang dijelaskan berikut ini : 



x Ketepatan Kebijakan : Kebijakan 

penataan ruang terbuka hijau di 

Kecamatan Mijen sudah 

dirumuskan sesuai dengan karakter 

masalah yang ada yaitu rendahnya 

RTH privat di Kecamatan Mijen 

dengan upaya yang dilakukan 

mengacu pada perda kota 

Semarang Nomor 14 Tahun 2011 

sehingga kebijakan tersebut 

dikatakan dapat menyelesaikan 

permasalahan yang ada. Kebijakan 

juga telah dibuat oleh lembaga 

yang berwenang sesuai dengan 

karakter kebijakannya 

Rendahnya RTH privat di 

Kec.Mijen 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

x Ketepatan Pelaksanaan : Kebijakan 

penataan ruang terbuka hijau di 

Kecamatan Mijen telah melibatkan 

aktor pelaksana yang tepat sesuai 

dengan tupoksi masing-masing 

yaitu Bappeda kota Semarang, 

Dinas Tata Kota dan 

Perumahan,BPPT, BLH, Dinas 

kebersihan dan Pertamanan, Satpol 

PP, Dinas Bina Marga, Dinas 

PSDA dan ESDM, Dinas PJPR, 

REI, Pengembang Perumahan, dan 

Masyarakat 

x Ketepatan Target : Target 

implementasi yaitu masyarakat 

Kecamatan Mijen. Tidak ada 

tumpang tindih antara Peraturan 

Daerah kota Semarang Nomor: 14 

Tahun 2011 dengan kebijakan atau 

program lain yang serupa karena 

kebijakan tersebut merupakan 

kebijakan yang sifatnya 

memperbaharui. 

x Ketepatan Lingkungan : 

Lingkungan Endogen ditandai 

dengan dibentuknya badan 

koordinasi penataan ruang daerah 

guna mensinkronkan kondisi di 

masing-masing SKPD sehingga 

tercipta interaksi antar perumus, 

pelaksana dan lembaga lain yang 

terkait. Lindungan Eksogen melihat 

persepsi masyarakat terkait 

kebijakan penataan ruang terbuka 

hijau di Kecamatan Mijen sudah 

baik ditandai dengan partisipasi 

masyarakat dalam mendukung 

keberhasilan implementasi. 

x Ketepatan Proses : Pelaksanaan 

kebijakan penataan ruang terbuka 

hijau di Kecamatan Mijen meliputi 

tahap perencanaan, pemanfaatan 



dan pengendalian. Kendala 

implementasi yaitu proses 

pengawasan. Untuk mengatasi 

kendala tersebut dibutuhkan 

partisipasi masyarakat untuk saling 

mengawasi. Prioritas Utama yang 

ingin dicapai yaitu meningkatkan 

prosentase RTH privat sebagai 

upaya mempertahankan fungsi 

Kecamatan Mijen tersebut sebagai 

kawasan resapan. Aspek yang 

harus diperhatikan supaya 

implementasi kebijakan penataan 

ruang terbuka hijau di Kecamatan 

Mijen berhasil antara lain aspek 

jalan, aspek lingkungan ,aspek 

planologis perkotaan, aspek 

ekologis, dan aspek estetis 

lansekap. Masyarakat mengetahui 

keberadaan perda nomor 14 Tahun 

2011 ini hanya mengatur mengenai 

penataan RTH publik saja 

sedangkan mengenai RTH privat 

masyarakat Mijen sendiri masih 

berpandangan bahwa kebutuhan 

ruang terbuka hijau di Kecamatan 

Mijen sudah memenuhi persyaratan 

sehingga mereka merasa tidak 

perlu menyediakan ruang terbuka 

hijau privat.  

B. Faktor-faktor pendukung dan 

penghambat penyediaan RTH privat 

di Kecamatan Mijen 

Guna mengetahui faktor apa 

sajakah yang mendorong dan 

menghambat pelaksanaan kebijakan 

penataan ruang terbuka hijau di 

Kecamatan Mijen, maka peneliti 

melihat berdasarkan pada model 

implementasi menurut Van Meter dan 

Van Horn, sebagai berikut : 

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 

Dalam melaksanakan kebijakan 

implementor telah mengetahui 

ukuran, tujuan dan sasaran dari 

kebijakan penataan ruang terbuka 

hijau ini. Bahwa tujuan dari 

penataan ruang terbuka hijau ini 

adalah untuk mempertahankan 

fungsi dan menata ruang terbuka 

hijau yang ada.Kedua, untuk 

mengembalikan ruang terbuka 

hijau yang telah beralih fungsi. 

Ketiga,meningkatkanketersediaan 

ruang terbuka hijau di kawasan 

pusat kota. Keempat, untuk 

Mengembangkan kegiatan 

agroforestry di kawasan pertanian 

lahan kering yang dimiliki 

masyarakat. Kelima, untuk 

mengembangkan inovasi dalam 

penyediaan ruang terbuka hijau. 

Dan yang terakhir yaitu untuk 

mengembangkan kemitraan atau 

kerjasama dengan swasta dalam 

penyediaan dan pengelolaan 

ruang terbuka hijau. Tujuan yang 



belum tercapai yaitu 

meningkatkan ketersediaan ruang 

terbuka hijau di  kawasan pusat 

kota dikarenakan rendahnya RTH 

privat di Kecamatan Mijen 

sehingga tujuan tersebut tetap 

harus dijalankan terus karena 

merupakan amanat undang-

undang penataan ruang yang 

diturunkan ke perda RTRW. 

Sehingga pelaksanaannya secara 

bertahap. 

2. Sumberdaya 

Dalam hal kualitas SDM yang ada 

dapat dikatakan baik karena para 

implementor merupakan orang 

lapangan yang tentunya sudah 

paham mengenai lingkungan 

penataan ruang terbuka hijau di 

Kecamatan Mijen dan mereka 

sudah melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tupoksi masing-

masing. Namun jumlah mereka 

dikatakan masih sangat kurang 

ditambah kurangnya kepekaan 

masyarakat dalam membantu 

melakukan pengawasan di 

lingkungan mereka sendiri. 

Terkait dengan ketersediaan data 

yang mendukung proses 

implementasi adalah dengan 

adanya KRK yang mengatur 

mengenai ketentuan peruntukan 

ruang dalam pembangunan yang 

bersumber dari peta rencana tata 

ruang wilayah kota Semarang 

dalam Perda kota Semarang 

Nomor 14 Tahun 2011 serta ijin 

mendirikan bangunan itu sendiri. 

Sarana prasarana merupakan 

salah satu upaya pemerintah 

untuk mendukung peningkatan 

RTH Privat. Hal ini dibuktikan 

dengan penyediaan bibit oleh 

Dinas Pertanian dan masyarakat 

dapat mengajukan bantuan bibit 

ke Dinas pertanian kota 

Semarang. Sumberdaya finansial 

merupakan salah satu sumberdaya 

penting dalam pelaksanaan 

kebijakan penataan ruang terbuka 

hijau di Kecamatan Mijen, dalam 

hal ini sudah tersedia anggaran 

untuk penyediaan bibit sebagai 

upaya pemenuhan ruang terbuka 

hijau privat di Kecamatan Mijen. 

3. Komunikasi Antar Organisasi dan 

Penguatan Aktivitas 

Komunikasi yang terjalin antar 

implementor masih perlu 

diperhatikan dibuktikan dengan 

kurangnya komunikasi dan 

koordinasi antara pelaksana 

dalam hal ini instansi, swasta 

dengan masyarakat kecamatan 

Mijen, sehingga pengawasan yang 

seharusnya masyarakat ikut 

mengawasi tetapi masyarakat 



hanya mengandalkan pengawasan 

dari pemerintah saja sehingga 

terkesan tidak ada koordinasi. 

Sedangkan mengenai 

penyampaian informasi oleh 

implementor terhadap masyarakat 

dilakukan melalui web yaitu 

website semarangkota.go.id juga 

melalui pelayanan krk dan 

sosialisasi terkait upaya 

menyediakan RTH privat melalui 

kegiatan Forum Group 

Discussion, Public Hearing, 

musrenbang kelurahan dan 

kecamatan dan rapat RT dan RW. 

Penyampaian informasi sering 

ditemukan kendala seperti 

masyarakat yang tidak hadir saat 

dilaksanakannya proses sosialisasi 

terkait dengan kesibukan 

masyarakat yang berbeda satu 

sama lain sehingga informasi 

tidak dapat disampaikan secara 

tuntas. Program yang sedang 

berjalan dalam rangka membantu 

proses implementasi kebijakan ini 

adalah penerbitan KRK, 

penerbitan CD RTH dan program 

penghijauan di lingkungan sekitar 

masyarakat sehingga diharapkan 

masyarakat termotivasi dengan 

adanya program tersebut dan 

mencoba melakukan penghijauan 

di pekarangan mereka sendiri. 

4. Disposisi Implementor 

Implementor sudah mendukung 

kebijakan tersebut dengan mereka 

sudah melakukan tugasnya 

dengan baik dan mereka cepat 

tanggap setiap ada permasalahan 

yang muncul dalam proses 

implementasi kebijakan penataan 

ruang terbuka hijau ini. Terkait 

dengan pendelegasian wewenang 

dalam implementasi penataan 

ruang terbuka hijau di Kecamatan 

Mijen ini sudah sesuai dengan 

tupoksi masing masing. Sehingga 

implementasi kebijakan tersebut 

dapat berjalan dengan baik.Selain 

itu sikap implementor sudah 

sesuai dengan rencana kebijakan 

yang telah dibuat dengan 

implementor sudah mengetahui 

dan memahami kebijakan 

penataan ruang terbuka hijau di 

kecamatan Mijen ini. 

5. Kondisi Ekonomi, sosial, politik 

Implementasi telah didukung oleh 

elit politik yaitu Legislatif DPRD 

kota yang menyetujui dan 

mengesahkan perda kota 

Semarang nomor 14 Tahun 2011 

ini, karena kebijakan merupakan 

suatu proses politik. Melihat dari 

lingkungan ekonomi dan sosial 

masyarakat, terdapat dua 

golongan masyarakat yaitu 



masyarakat yang peduli dengan 

lingkungan dengan membantu 

mempertahankan fungsi hijau 

diwujudkan dalam mereka 

menyediakan ruang terbuka hijau 

privat dan masyarakat menengah 

kebawah dengan kondisi sosial 

ekonomi mereka yang cukup 

lemah, sehingga menimbulkan 

masalah sosial dimana 

masyarakat mernjadi apatis 

dengan mereka tidak 

menyediakan ruang terbuka hijau 

privat di pekarangan rumah 

mereka.  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Efektivitas implementasi kebijakan 

Peraturan Daerah kota Semarang 

Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW 

2011-2031 terkait rendahnya penataan 

ruang terbuka hijau privat di Kecamatan 

Mijen sudah mampu memfasilitasi 

untuk mengatasi rendahnya RTH privat 

yang ada dengan memaksimalkan peran 

aktor yang terlibat dengan cara saling 

berkoordinasi dan bekerjasama untuk 

mencapai target yang diinginkan dan 

mendapat respon yang positif dari 

masyarakat Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan di bab-bab 

sebelumnya maka diketahui 

Implementasi Perda kota Semarang 

Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW 

2011-2031 mengenai Penataan Ruang 

terbuka hijau terkait rendahnya RTH 

privat di Kecamatan Mijen untuk 

kewenangan implementor sudah 

berjalan dengan baik namun dalam 

pelaksanaannya ada beberapa hal yang 

belum sesuai dengan regulasi yang 

melandasinya. 

Berdasarkan variabel milik van 

Meter dan Van Horn dapat diketahui 

faktor pendorong dan penghambat 

penyediaan RTH privat di Kecamatan 

Mijen sebagai berikut : 

x Faktor Pendorong :  

1. Ukuran Dan Tujuan Kebijakan 

Aktor pelaksana kebijakan telah  

memahami tujuan dan sasaran 

kebijakan serta berkomitmen 

tetap berpedoman terhadap 

perda RTRW dalam kegiatan 

pembangunan di kecamatan 

Mijen.  

2. Disposisi Implementor 

Pendelegasian wewenang dalam 

proses implementasi penataan 

ruang terbuka hijau di 

Kecamatan Mijen khususnya 

dalam penyediaan RTH privat 

telah berjalan sesuai tupoksi 

masing masing ditunjukkan 

dengan sikap antusias dan sikap 

yang responsif implementor 

dalam melaksanakan kebijakan 



penataan ruang terbuka hijau di 

kecamatan Mijen. 

x Faktor Penghambat : 

1. Sumberdaya 

Kurangnya SDM yang 

menjalankan fungsi pengawasan 

dari penyediaan ruang terbuka 

hijau privat di Kecamatan Mijen 

2. Komunikasi Antar Organisasi 

dan Penguatan Aktivitas 

Seringnya miss communication  

antara pemerintah,  pihak swasta 

dengan masyarakat terkait 

penyampaian informasi kepada 

masyarakat mengenai upaya 

penyediaan RTH privat sehingga 

informasi tersebut tidak dapat 

disampaikan secara tuntas juga 

kurangnya minat masyarakat 

untuk menghadiri proses 

sosialisasi dikarenakan berbagai 

macam kesibukan masyarakat . 

3. Kondisi Lingkungan Ekonomi, 

Sosial, Politik 

Terdapat beberapa masyarakat 

yang tidak menyediakan ruang 

terbuka hijau  privat 

dikarenakan rendahnya kondisi 

sosial ekonomi masyarakat 

tersebut. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti, 

menunjukkan bahwa masih 

ditemukan beberapa hambatan yang 

terdapat pada implementasi penataan 

ruang terbuka hijau di Kecamatan 

Mijen dalam meningkatkan 

prosentase RTH privat. Oleh karena 

itu, maka saran yang dapat diajukan 

sebagai berikut : 

a. Meningkatkan komitmen dan 

tanggung jawab instansi 

penataan ruang yang terkait 

dalam memberikan kemudahan 

bantuan guna meningkatkan 

ruang terbuka hijau privat di 

Kecamatan Mijen ; 

b. Meningkatkan koordinasi antar 

pimpinan dan staff tentang 

pembagian kerja dalam 

pelaksanaan penataan ruang 

terbuka hijau terkait peningkatan 

RTH privat di Kecamatan 

Mijen; 

c. Membuat prosedur 

penyusunan program yang 

sistematis, agar program 

dapat berjalan lebih efektif 

dan efisien; 

d. Sosialisasi lebih digencarkan 

dalam upaya meningkatkan 

ruang terbuka hijau privat 

melalui kegiatan penghijauan 

yang menarik dengan 

melibatkan dunia usaha 

sehingga masyarakat 



termotivasi untuk  menanam 

di lingkungan mereka; 

e. Terkait masyarakat yang 

tidak memiliki lahan lagi 

untuk menyediakan ruang 

terbuka hijau di pekarangan 

mereka, dapat disiasati 

dengan menanam  tanaman 

keras atau tanaman hias  pada 

polybag, dan media lain 

seperti tong, pot semen, di 

satu sisi tanaman tersebut 

juga bermanfaat sebagai 

suplai oksigen bagi penghuni 

rumah tersebut; 

f. Bagi masyarakat yang 

mempunyai sedikit lahan 

terbuka, dimanfaatkan 

dengan menyediakan sumur 

resapan. sehingga air hujan 

yang turun tidak terbuang 

percuma, tetapi ditampung di 

tanah.  
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